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KATA SAMBUTAN KEPALA DESA

Alhamdulillahi robbil 'aalamiin, wassolaatu wassalaamu' alaa asyrofil anbiyaa-i wal
mursaliin, sayyidina muhammadin, wa'ala alihi wa'ashabihi aj'ma'iin,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Cikoneng
Kecamatan Anyar Kabupaten Serang, merupakan dokumen perencanaan strategis jangka
menengah Desa yang berjangka waktu 6 tahun dan di tetapkan dengan Peraturan Desa. Salah
satu agenda Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan membangun
sistem perencanaan yang baik dan berpihak pada masyarakat miskin yang dilakukan secara
partisipatif. Karena dengan adanya perencanaan yang baik cita-cita untuk mensejahterakan
masyarakat dapat dilakukan secara terencana dan terukur. RPJM-Desa ini disusun untuk
mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesual dengan kebutuhan masyarakat dan
keadaan setempat; menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap
program pembangunan di desa; memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di
desa; dan menumbuhkembangkandan mendorong peran serta masyarakat dalam
pembangunan di desa.

Sebagaimana diamanatkan Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
khususnya Permendesa PDTT nomor 17 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pasal 7 bahwa Perencanaan Pembangunan Desa terdiri
atas penyusunan RPJM Desa dan penyusunan RKP Desa. Dokumen tersebut disusun secara
berjangka meliputi RPIM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan RKP Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun. RPIM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa,

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
penyusunan RPJMDes 2022 - 2027, terutama Tim Fasilitator Pendamping Desa dan Tim
Penyusun RPIMDes Desa Cikoneng, namun demikian RPIMdes ini belumlah menjadi RPIMDes
yang sempurna sehingga masih perlu penyempurnaan, semoga RPIMDes ini menjadi acuan
dalam Pembangunan di Desa Cikoneng Dan Pihak-pihak yang berkepentingan dalam
pembangunan Desa. Terima Kasih.

Harapan Kami, dengan adanya RPJMDes ini dapat memberikan informasi tentang
Rencana Pembangunan Desa Cikoneng di Kecamatan Anyar kepada masyarakat umum, OPD,



DPRD Kabupaten Serang dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengambil kebijakan
terhadap program-program pembangunan Desa di Kabupaten Serang khususnya dan Propinsi
Banten pada umumnya.




Kala pengantar

KEPALA DESA CIKONENG

Bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya desa jauh lebih dahulu dari pada hadirnya negara Republik Indonesia ini.
Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini telah memberikan
daulat kepada desa untuk mengatur rumah tangga desa, mengelola anggaran dan
melaksanaan proses proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan
hingga proses pelestarian. Tidak hanya itu, regulasi desa yang telah ditunggu sekian
lama oleh masyarakat desa ini telah menghilangkan dikotomi otonomi desa dan
otonomi daerah yang sebelumnya memang tidak jelas.

Pelaksanaan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan
daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan
bidang pemberdayaan masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) Desa sebagai pedoman dan arah pembangunan desa yang pada
akhirnya menuju kepada masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera. TERIMA KASIH

EPALA, DESA CIKONENG
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KATA PENGANTAR TIM PENYUSUN RPIM-Des

Puji serta Syukur kami sampaikan kepada Allah SWT atas segala limpahan
rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPIJMDes) Desa Cikoneng Kecamatan Anyar Kabupaten
Serang 2022 - 2027.

Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun
Rencana Perencanaan Pembagunan yang ada di Desa Cikoneng yakni yang dimulai
dengan sosialisai tentang pentingnya Pembangunan vyaitu bidang Pendidikan,
kesehatan, sarana dan prasarana, Sosial Budaya, Koperasi dan Usaha Masyarakat,
Pemerintahan dan pertanian, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat
menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah Desa, lembaga setingkat Desa,
dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan baik proses perencanaan maupun hasil
yang berupa dokumen perencanaan Pembangunan dapat dipakai dan telah di
perdeskan untuk menjadi acuan pelaksanaan Pembangunan di tingkat Desa.

Kami Tim Penyusun RPJMdes ini dalam penyusunan ini tetap mengacu pada
Amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Permendesa PDTT nomor
17 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, serta ketentuan lainnya yang mendorong sistem perencanaan
Pembangunan secara partisipatif. Penyusunan RPIMdes ini disusun secara partisipatif
dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa.

Kami mengucapkan Terima Kasih kepada perangkat Desa, lembaga setingkat
Desa dan elemen masyarakat, serta Pendamping Desa Kecamatan Anyar yang telah
banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen RPIMDes ini, serta pihak
lain yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian dokumen ini. Dan
dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembuatan dokumen RPIMDes ini
masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan

REAEDus Desa Cikomeng Kecamenm Amvor Kob. Serang Proping Bamen, 2032 - 2027 |



yang membangun akan dapat memperbaiki Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPIM-Des), semoga dokumen ini dapat dipergunakan secara baik
untuk kemajuan desa menuju Desa Mandiri. Terima kasih.

KETUA TIM PENYUSUN RPIM-Des

("
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Menimbang

Mengingat

PERATURAN DESA CIKONENG
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

TAHUN 2022-2027
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIKONENG

. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

bahwa sebagai pedoman pembangunan desa maka perlu
disusun RPJM Desa yang memuat visi dan misi kepala Desa,
arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan
yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan

huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cikoneng
Tahun 2022-2027;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010};



. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemerintahan
Daerah;

. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7);
. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota;

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa vang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014,
Nomor 160j);

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015, Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015, Nomor 158);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha
Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015,
Nomor 161);



15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Musyawarah
Desa,

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman
Umum Pendampingan Masyarakat Desa;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang
Tahun 2008 Nomor 772);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009
tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa,
Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor
T93);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012
tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012
Nomor 828);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten
Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013
Nomor 09).

21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017
Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat

22. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKONENG
dan
KEPALA DESA CIKONENG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA CIKONENG TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA CIKONENG TAHUN 2022-2027

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serang.



Bupati adalah Bupati Serang.
Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu
perangkat Desa sebagai unsur penvelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan

secara demokratis.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa,

1.

12,

13.

14.

15.

adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masvarakat
vang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati
hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama
lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah
Desa, dan unsur masyarakat yvang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk
menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa
vang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat
Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten,
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai
tujuan pembangunan desa.

16. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di

desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna



mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian
dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber
daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang
sesuai dengan esensi masalah danprioritas kebutuhan masyarakat Desa.

18. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data
mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai
informasi terkait vang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta
dinamika masyarakat Desa.

19. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi vang meliputi
sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana
prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
permasalahan yang dihadapi desa.

20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli
atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau
perolehan hak lainnya yang sah.

22 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

23.Dana Desa adalah dana vang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara vang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang
diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten /kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

25. Lembaga Kemasyvarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga
yvang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

26, Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa
pelayanan, dan usaha lainnva untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
Desa.

27. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga
yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

28. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi

adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan



berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

BAB 11
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DESA
Pasal 2
Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan
pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang
penvelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasvarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan
mengikutsertakan unsur masyarakat Desa dengan mempertimbangkan
kondisi objektif desa dan prioritas program dan kegiatan Pemetintah
Kabupaten Serang.
Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan kegiatan yang meliputi:
a. Tahapan penyusunan RPJM Desa diawali dengan pelaksanaan
Musyawarah Desa, dengan Agenda:
v" Penyampaian Visi Misi Kepala Desa Terpilih
v" Pandangan pokok-pokok pikiran BPD
v Aspirasi dari Unsur masyarakat vang hadir

b. Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.

c. Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan
pembangunan desa dengan memperhatikan program strategis
kabupaten/kota, RT/RW, kabupaten/kota.

d. Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa melalui
musyawarah dusun/kelompok untuk mendapatkan kondisi objektif Desa,
dengan cara
v Penyusunan peta sosial dan kalender musim,

v pemetaan Aset dan Potensi Aset Desa;

v pemutakhiran data informasi pembangunan Desa dengan pendataan
potensi dan masalah Desa;

v" Penggalian Gagasan Dusun dan Kelompok

e. Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan
hasil Pengkajian Keadaan Desa.

f Rancangan RPJM Desa diserahkan oleh Tim Penyusun RPJM Desa

kepada Kepala Desa untuk diperiksa.

Pemerintah Desa menvelenggarakan Musrenbang Desa Penyusunan

5

Rancangan RPJM Desa, dengan agenda:
v Penyampaian hasil penyelarasan arah pembangunan kabupaten /kota

dan Pengkajian Keadaan Desa.



v Pembahasan Pembidangan dan penyusunan prioritas setiap bidang
melalui diskusi kelompok bidang (penvelenggaraan pemerintah,
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat). Hasil diskusi kelompok dituangkan dalam Matrik Rencana
Program dan Kegiatan.

v Penyampaian hasil diskusi kelompok bidang dalam rapat pleno.

. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas dan
menyepakati RPJM Desa;

BPD menyelenggarakan Musyawarah BPD untuk membahas dan

menyepakati rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa,;

Pelaksanaan Sosialisasi RPJM Desa

BAB I1I
VISI DAN MISI

Visi : Mewujudkan Desa Cikoneng yang maju dan berkeadilan

Misi :

1. Tunduk dan patuh terhadap agam Islam.

2. Tunduk dan patuh terhadap Hukum dan Aturan NKRI.

3. Tunduk dan patuh terhadap Aturan Pemerintah Pusat Daerah Tingkat I
dan Daerah Tingkat 2.

4. Tunduk dan patuh terhadap segala bentuk norma Kemasyarakatan yang
tidak bertentangan dengan Agama Islam dan NKRI

5. Meningkatkan peran aktif masyarakat Desa Cikoneng dalam segala sektor
dan bentuk Pembangunan yang di canangkan oleh Pemerintah Pusat,
Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat 2.

BAB IV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pasal 5

Strategi Pembangunan Desa :

1.

ooE WM

Meningkatkan  kapasitas sumberdaya aparatur desa, Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan kelembagaan desa.

Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat desa.

Pemenuhan Kebutuhan dasar masyarakat desa.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Meningkatkan pelayanan masyarakat yvang prima dan mewujudkan
pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berwibawa.

Pasal 6

Arah Kebijakan Pembangunan dan Keuangan Desa :

1.
2.

Meningkatkan pendapatan masyarakat
Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akomodatif dan
akuntabel.



15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
2e.
23.

Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa

Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)
Insentif Dusun, RW dan RT serte kelembagaan desa lainnya
Tunjangan Operasional BPD

Program Operasional Pemerintahan Desa

Program pelayanan dasar infrastruktur

Program pelayanan pertanian dan perkebunan

. Program pelayanan dasar kesehatan

. Program pelayanan dasar pendidikan

. Program penanggulangan kemiskinan

. Program penvelenggaraan Pemerintahan desa

. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparatur

desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan
Program ekonomi kerakyatan yang produktif
Program peningkatan pelayanan masyarakat
Program dana bergulir dan manajemen usaha
Program pengelolaan tata ruang desa
Program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa
Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.
Program pemberdayaan lembaga adat
Program kerjasama desa dan antar desa
Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan

BAB WV
PERUBAHAN RPJM DESA
Pasal 7

1. Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:

a.

b.

terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi,
dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten /kota.

2. Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan

disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan

selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

Pada

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8
saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa Cikoneng

Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
Tahun 2022-2027 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
Pasal 10
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Cikoneng
Pada Tanggal : 17 Februari 2022

Diundangkan di : Cikoneng
pada tanggal : 17 Februari 2022

Sekretgris Desa,

SUSANDY
NO REG PERATURAN DESA CIKONENG, KECAMATAN ANYAR
KABUPATEN SERANG; 306 TAHUN 2022



NASKAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM)
TAHUN 2022 - 2027

DESA : CIKONENG
KECAMATAN : ANYAR
KABUPATEN : SERANG

PN D Cikomng Keetmmion dnvar Kabupetes Sevang Proping Baeten 2022 - 2027

vil



BAB1
PENDAHULUAN

11  LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berikut
turunannya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri bahwa desa
merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul desa dan hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini telah memberikan
daulat kepada desa untuk mengatur rumah tangga desa, mengelola anggaran dan
melaksanaan proses proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan
hingga proses pelestarian, Tidak hanya itu, regulasi desa yang telah ditunggu sekian
lama oleh masyarakat desa ini telah menghilangkan dikhotomi otonomi desa dan
otonomi daerah yang sebelumnya memang tidak jelas. Pelaksanaan pembangunan
dalam skala desa
tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas
pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang
pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan
masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Desa.

RPJM Desa Cikoneng ini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dan
cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang
akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat
dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi
kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan
yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance]
seperti partisipasif, transparan dan bertanggung jawab.

12 DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4010},

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah,

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2014, Nomor 7);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

o



10.

11.

12

13.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Pemerintahan Antara Pemenmntah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten / Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dan
Angearan Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014, Nomor 160);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2015, Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091},
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor |
Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015,
Nomor 158);

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4

Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015, Nomor 161);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor
16 Tahun 2018 tentang Musyawarah Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor
18 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masvarakat Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang
(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang
Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan
Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793)

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828)
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran
Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09);

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang
Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;

. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan

Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang



13. MAKSUD DAN TUJUAN

13.1. Maksud

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RP[M) Desa
Cikoneng ini mempunyai maksud sebagai berikut:

a. Menjabarkan Visi, Misi dan Program Pemerintah desa dalam kurun waktu 6
tahun dalam melaksanakan proses pembangunan.

b. Sebagai wujud realisasi dari implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa berikut dengan aturan turunannya berupa Peraturan
Pemerintah dan Peraturan Menteri serta Peraturan Daerah, dimana
Pemerintah Desa memiliki hak dan kewajiban membangun desa yang
pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas
pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang
pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang
pemberdayaan masyarakat.

¢. Memberikan ruang dan waktu masyarakat desa untuk berpartisipasi dengan
sesusungguhnya dalam proses-preses pembangunan desa sejak dari proses
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan serta pelestarian
kegiatian,

132. Tujuan
a. Memberikan arah dan panduan pembangunan Desa Cikoneng
b. Adanya suatu dokumen perencanaan pembangunan desa yang menjadi arah kebijakan

keuangan desa, strategi pembangunan desa dan sasaran strategis untuk masa 6 (enam)
tahun.

¢. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiaya oleh
Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDES), APBD Kabupaten, APBDProvinsi
dan APBN.

d. Sebagai bahan evaluasi dan refleksi pembangunan.

e Sebagai media informasi

f. Untuk mengukur kinerja Pemerintah Desa terhadap rencana pembangunan dan realiasi
serta capaian pembangunan desa,



BAB 11
PROFIL DESA

2.1. KONDISI DESA
2.1.1. Sejarah Desa

Yaitu sebelum tahun 1978 Desa Cikoneng Kecamatan Anyar Kabupaten Serang
menyatu dengan Desa Bandulu, dan baru mulai tahun 1978 Lahirlah Desa Cikoneng
yakni dari hasil pemekaran Desa Bandulu Kecamatan Anyar. Selanjutnya Secara Singkat

Perkembangan Sejarah Desa Cikoneng adalah Sebagai Berikut :

Tahun

Kejadian Yang Baik

Kejadian Yang Buruk

1978-1980

Masa Pertama pemerintah Desa
pasca pemekaran yang dipmpin
oleh Pjs.(Kepala Desa ) yaitu
H.Syhabuddin

Belum adanya Kantor Desa dan
proses jalannya Pemerintahan
masih dalam kondisi
memprihatinkan

1980

Dilaksanakan Pesta Demokrasi
(Pemilihan Kepala Desa) yang
pertama untuk periode 1980-
1990 dan hasil pemilihan
menghasikan Kepala Desa
Definitif yaitu : H.Syhabuddin

Belum adanya Kantor Desa dan
proses jalannya Pemerintahan
masih dalam kondisi
memprihatinkan,dan masih
minimnya tingkat pelayanan
Pemerintah Desa baik bidang
pelayanan masyarakat dan atau
pembanguan.

1990

Dilaksanakan pesta Demokrasi
yang kedua (Pemilihan Kepala
Desa) untuk periode 1990-
1998 dan Hasil Pemilihan
Menghasilkan Kepala Desa
Definitif yaitu : H.HHamzah

Proses Pelayanan terhadapan
Masyarakat mulai kondusfi dan
membaik, namun sarana dan
prasarana untuk menjalankan
proses tersebut masih minim

1998

Kepala Desa Cikoneng Dijabat
Kembali oleh Pjs.dari tahun
1998-1999 yang dijabat oleh :
H.Encup Supriadi

Proses Pelayanan terhadapan
Masyarakat mulai kondusfi dan
membaik, namun sarana dan
prasarana untuk menjalankan
proses tersebut masih minim

1999

Dilaksanakan Pesta Demokrasi
yang ke-3 (Pemilihan Kepala
Desa ) untuk periode 2000-
2008, dan hasil pemilihan
menghasilkan Kepala Desa
Definitif yaitu : H.Yakub

Proses Pelayanan terhadapan
Masyarakat mulai kondusfi dan
membaik, namun sarana dan
prasarana untuk menjalankan
proses tersebut masih minim




2008

Dilaksanakan Pesta Demokrasi
yang ke-4 (Pemilihan Kepala
Desa ) untuk periode 2008-
2014, dan hasil pemilihan
menghasilkan Kepala Desa
Definitif yaitu : Thomas Herry
Irawan

Peningkatan Pelayanan namun
Sapras dan SDM masih Kurang

Kepala Desa Cikoneng Dijabat
Kembali oleh Pjs.sehubungan
dengan moratorium atau tidak
adanya pesta Demokrasi
untuk pilkades tahun 2014
sehubungan dengan proses
Pileg dan Pilpres ( Juli 2014-
Agustus 2015) yang dijabat
oleh Sekretaris Desa Cikoneng
Yaitu : Lucky Aristya

Peningkatan Pelayanan namun
Sapras dan SDM  masih
Kurangdan beberapa program
pembangun terlaksana

2015

Dilaksanakan Pesta Demokrasi
yang ke-5 (Pemilihan Kepala
Desa ) untuk periode 2015-
2021, dan hasil pemilihan
menghasilkan Kepala Desa
Definitif yaitu
Nurwahdini,Amd

Proses Pelayanan terhadapan
Masyarakat mulai kondusfi dan
membaik, namun sarana dan
prasarana untuk menjalankan
proses tersebut masih minim

2021

Kepala Desa Cikoneng Dijabat
Kembali oleh Plt.sehubungan
Karena adanya Pesta
Demokrasi Pilkades Tahun
(2022-2027) yang dijabat oleh
Sekretaris Desa Cikoneng
Yaitu : SUSANDY

Belum andanya kepala Desa

Definitif,

2021

Kepala Desa Cikoneng Dijabat
Kembali oleh Pjs .sehubungan
Karena adanya Pesta
Demokrasi Pilkades Tahun
(2022-2027) yang dijabat oleh
Perwakilan dari Kecamatan
Yaitu : SUBHAN FAJRI

Belum andanya kepala Desa
Definitif,

2021

|

I

Dilaksanakan Pesta Demokrasi
yang ke-6 (Pemilihan Kepala
Desa ) untuk periode 2022-
2027, dan hasil pemilihan
menghasilkan Kepala Desa

' Definitif yaitu : Thomas Herry

Irawan

Proses Pelayanan terhadapan
Masyarakat mulai kondusfi dan
membaik, namun sarana dan
prasarana untuk menjalankan
proses tersebut masih minim




@

2.1.2. Demografi

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Cikoneng, terletak diantara :

Sebelah Utara

Sebelah selatan

Sebelah Barat
Sebelah Timur

: Selat Sunda

: Desa Tanjung Manis/Desa Sindang Karya
: Desa Tambang Ayam

: Desa Anyar / Mekar Sari

b) Luas Wilayah Desa Cikoneng Adalah : 2213,859 Ha, Dengan Penggunaan sebagai

Berikut:

1. Pemukiman :13.360 ha
2. Pertanian/Perkebunan + 809,093 ha
3. Ladang/tegalan :1377.523 ha
4, Hutan :-ha
5. Rawa-rawa 125.364 ha
6. Perkantoran :002 ha
7. Sekolah : 303 ha
8. Jalan : 48 Km
9. Lapangan sepak bola : - ha

c) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan

3. Jarak ke ibu kota kabupetan

4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
1. Kepala Keluarga
2, Laki-laki
3. Perempuan
4. Jumlah

2.1.3. Keadaan Sosial
a). Pendidikan

1.SD/ MI

2, SLTP/ MTs
3.SLTA/ MA
4.51/ Diploma

5. Putus Sekolah

6. Buta Huruf

b). Lembaga Pendidikan
1. Gedung TK/PAUD

2.SD/MI

: 2.266 KK

:3.292 Jiwa

: 3.022 Jiwa
1 6.314 Jiwa

: 287

: 460
t STl

1188

: 115

Orang
Orang
(rang
Orang
Orang
Orang

: 3 buah

6 km
: 10 Menit
+30 km
45 Menit



3. SLTP/MTs ‘-
4. SLTA/MA :1 Buah
5. PDTA ‘-

c). Kesehatan
a. Kematian Bayi

1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 0 orang

2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini :0 orang
b. Kematian Ibu Melahirkan

1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 0 orang

2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini  : 0 orang

¢. Cakupan Imunisasi

1. Cakupan Imunisasi Polio 3 :105 orang
2. Cakupan Imunisasi DPT-1 :95 orang
3. Cakupan Imunisasi Cacar : -orang
d. Gizi Balita
1. Jumlah Balita i -.orang
2. Balita gizi buruk : -orang
3. Balita gizi baik : -.orang
4. Balita gizi kurang : -orang

e. Pemenuhan air bersih

1. Pengguna sumur galian :14 KK
2. Pengguna air PAH :-KK
3. Pengguna sumur pompa 11127 KK
4. Pengguna sumur hidran umum :0 KK
5. Pengguna air sungai ;0 KK
d). Keagamaan.
Data Keagamaan Desa Tahun 2016 Jumlah Pemeluk :
- Islam : 6525 orang
- Katolik 10 orang
- Kristen v orang
- Hindu 10 orang
. - Budha : 0 orang
Data Tempat Ibadah
Jumlah tempat ibadah :
= Masjid : 9 buah
> Musholla : 6 Buah
- Gereja : 0 buah
- Pura : 0 buah
= Vihara : 0 buah

2.1.4. Kondisi Ekonomi
a). Pertanian



|lenis Tanaman ;
1. Padi sawah

2. Padi Ladang
3. Jagung

4, Palawija

5. Tembakau

6. Tebu

7. Kakao/ Coklat
B. Sawit

9. Karet

10. Kelapa
11. Kopi

12. Singkong
13. Lain-lain

b).

d).

Peternakan
Jenis ternak
1. Kambing

2. Sapi

3. Kerbau

3. Ayam

4. Itik

5. Burung

6. Lain-lain

. Perikanan

1. Kolam lkan
2. Tambak udang
3. Lain-lain

Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :
1. Petani

2. Pedagang

:593.63ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

ha
ha

ekor
ekor
ekor
ekor
ekor
ekor

ekor

ha
ha
ha

+135 orang
: 189 orang



3. PNS :17 orang

4. Tukang :19 orang
5. Guru :13  orang
6. Bidan/ Perawat ¢~ orang
7. TNI1/ Polri :3 orang
8. Pesiunan :8 orang
9. Sopir/ Angkutan :24 orang
10. Buruh Harian Lepas : 365 orang
11. Jasa persewaan :0  orang
12. Swasta ¢ orang
2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA
2.1.1. Pembagian Wilayah Desa

Desa Cikoneng terbagi ke dalam 4 RW dan terdiri dari: 16 RT

2.1.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

a.

Lembaga Pemerintah Desa
Jumlah Aparatur Desa :

1. Kepala Desa :1 Orang
2. Sekretaris Desa :1 Orang
3. Perangkat Desa :6 Orang
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : 9 Orang
Lembaga kemasyarakatan
1. LPM 1
2. PKK 1
3. Posyandu 15
4, Pengajian 4 Kelompok
5. Arisan 6 Kelompok
6. Simpan Pinjam :15  Kelompok
7. Kelompok Tani :5 Kelompok
8. Gapoktan | Kelompok

9. Karang Taruna L | Kelompok



10. Risma 10 Kelompok
11. Ormas/LSM : 3 Kelompok



SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA CIKONENG

1. Ketua RT 01/01 Kp.Salatuhur

2. Ketua RT 02 /01 Kp.Samboja

3. Ketua RT 03/01 Kp.Tegal Ungga
4, Ketua RT 04 /01 Kp.Sepur Umbul
5. Ketua RT 05/01 Kp.Tegal Doh

6. Ketua RT 01,/02 Kp.Cinanggung
7. Ketua RT 02 /02 Kp.Karang Jetak
8. Ketua RT 01 /03 Kp.Baru

9, Ketua RT 02 /03 Kp.Cikoneng

10. Ketua RT 03 /03 Kp.Warung

11. Ketua RT 04 /03 Kp.Batu Gempur

KECAMATAN ANYAR
KABUPATEN SERANG
NAMA-NAMA APARAT DESA:
Kepala desa : THOMAS HERRY IRAWAN
Sekretaris Desa : SUSANDY
Kepala Urusan Perencanaan Dan Pelaporan : RATU JUWITA
Kepala Urusan Keuangan : MUSFIK AMARULLAH
Kepala Urusan Umum : MAGFIROH
Kepala Seksi Pemerintahan : INAYATULLAH
Kepala Seksi Pelayanan : RINI ANGGRAINI
Kepala Seksi Kemasyarakatan : WASPADA
Ketua RW :
1. Ketua RW 01 : AKARIM
2. Ketua RW 02 : JUNAEDI
3. Ketua RW 03 : HIDAYAT
4, Ketua RW 04 : SRI MULYANTO
Ketua RT :

: MYAKIN

: HMAKSUDI

: RACHMAT ISA

: MA'MUN

: YATI SUPRIYATI

: TAPJANI

: SUDIN

: LALAN SUPRIATNA
: SAELON

: ASEP IRAN SANUSI
: AJKORIN



12. Ketua RT 01 /04 Kp.Bojong

13. Ketua RT 02 /04 Kp.Mulyaulung
14, Ketua RT 03 /04 Kp.Kav.ABM

15. Ketua RT 04/04 Kp.Cibaru

16. Ketua RT 05 /04 Kp.Pulau Sangiang

: HADIMAN

: BIDIN

: WILDAN RAMADHA
: JUHAEDI

: EKOSASIH



SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) Desa Cikoneng KECAMATAN ANYAR
KABUPATEN SERANG

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Ketua : RA'IS
Wakil Ketua : MACHMUD KHOLIK
sekretaris : JASMARI
Anggota : 1. RUYAT
2. ROHMAN AS
3. SAADULLAH
4. HARTONO
5. UDIN

6. YULI



BABA T
POTENSI DAN MASALAH

1.1. POTENSIDESA

Potensi adalah adalah segala sumberdaya yang ada di desa yang dapat digunakan untuk membantu
pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa baik potensi sudah ada maupun potensi
yang belum tergarap.

a. Potensi Sumber daya Alam
1. Lahan Kosong
2. Sawah
3. Peternakan

b. Potensi Sumberdaya Manusia
Aparatur Desa

BPD

Kelembagaan Desa

Kader Desa

Kader Posyandu

Kader PKK

Pendamping Desa

Tenaga Pendidik

Tokoh Agama dan Tokoh Adat
10. Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan, perternakan dil
11.Aparat Keamanan (Linmas)
12, Pemuda

13.Klub-Klub Olahraga

W N e D

¢.  Sumberdaya Sosial

. Majlis Taklim

Wirid Yassin

Guru-guru agama (Ustadz/zah)
Fasilitas Pendidikan Agama
Masjid dan Mushalla

Fasilitas Pendidikan Umum
Tempat Belajar Masyarakat (TBM)
Peringatan Hari Besar Islam
Tokoh Adat

[y
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d. Sumberdaya Ekonomi
Lahan Pertanian

Lahan Perkebunan
Kolam Ikan

UED-SP

Lembaga Dana Bergulir
Pedagang dan swasta
Home Industri

Sarana produksi lainnya

= - R



1.2. MASALAH DESA

Masalah Desa adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa
berdasarkan hasil pengkajian keadaan

Permasalahan secara umum Desa Mekarsari dijabarkan sebagai berikut:

a.

Bidang Infrastruktur Desa/Sarana Prasarana

1. Masih banyak jalan desa yang belum memadai masih berupa jalan tanah dan jalan sirtu
sehingga menghambatarus barang dan jasa.

Keberadaan Tiang dan Jaringan Listrik belum memadai

Pembangunan yang belum merata sehingga timbul kecemburuan sosial

Drainase yang belum memadai sehingga mudah terjadinya banjir

Masih rindah tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan memilihara bangunan
Kemampuan kader desa mendesain dan membuat rencana anggaran biaya belum
memadai.

7. Belum adanya Pasar Desa

Bidang Pendidikan

1. Bangunan pelengkap (Infrastruktur) bidang pendidikan masih kurang (pagar sekolah,
Sound system, MCK, Kompter dil).

Z. Pustaka Desa belumada

3. Minat Baca Masyarakat kurang

4, Honor Guru masih kurang

5. Keterampilan dan teknis mengajar dengan metode baru masih kurang

6. Beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi belum ada

7. Belum terbentuknya PKBM (Kejar Paket)

8, Masih ada anak putus sekolah

oUW

Bidang Ekonomi

1. Belum ada pengembangan potensi ekonomi desa

2. Lembaga Ekonomi (UED SP) belum memberikan kontribusi yang nyata kepada
pembangunan desa

3. Belum terlaksananya pelatihan-pelatihan di bidang peningkatan manajemen usaha dan
pasca panen

4. Penggalian PAD Desa belum dioptimal
5. Lembaga ekonomi desa (BUMDES) belum terbentuk

Bidang Sosial Budaya

1. Pendidikan akhlak dan moral masih terabaikan

2. Arus informasi dan globalisasi tidak terbendung yang menyebabkan tergerusnya kearifan
lokal

3. Peranlembaga adat dan pimpinan adat kurang optimal

4. Belum optimal pengembangan budaya lokal desa

5. Kurangnya tenaga Pengajar agama Islam

Bidang Pemerintahan

1. Terbatasnya Sumberdaya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan

2. Pelaku-pelaku pembangunan belum paham akan tugas dan fungsi

3. Pelayanan masyarakatmasih belum optimal

4. Regulasi desa belum dibuat dan terdokumentasi dengan baik

5. Administrasi Desa yang belum dimanfaatian secara optimal



6. Insentifyang diterima oleh Aparatur desa dan kelembagaan desa lainnya belum memadai
7. Kurangnya perhatian Pemerintah dalam hal pembinaan kepada Pemerintah Desa

Bidang Kesehatan

Masih kurangnya pelayanan kesehatan

Pemanfatan Posyandu belum optimal

Kesadaran akan kesehatan keluarga yakni sanitasi lingkungan masih lemah
Kesadaran akan pentingnya makanan bergizi belum memadai

Penggunaan Poskesdes belum optimal karena belurn ada listrik

Air Bersih belum tersedia

Bidang Kelembagaan

1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi kelembagaan desa
2. Tingkat pertemuan/rapat-rapat masih rendah

3. Belum tersusunnya rencana dan program kerja

4, Pembinaan dan Pendampingan Desa masth belum memadai

5. Belum adanya Tempat Belajar Masyarakat (TBM)

Bidang Kamtibmas

1. Belum Optimal kegiatan Siskamling

2. Rendahnya kesadaran masyarat untuk taat aturan

3. Sifat kebersamaan dan kegotongroyongan mulai luntur

Bidang Lingkungan Hidup

1. Belum adanya Tempat Pembuangan Sampah/Akhir

2. Penangkapan ikan menggunakan racun dan putas

3. Abrasi dan pengikisan tebing sungai akibat penyedotan pasir dan kerikil sungai

4, lahan tidur (semak belukar) yang belum tergarap

5. Pencemaran sungai

6. Penghijauan dan penanaman pohon penyangga dan pelindung pinggir belum ada

Bidang Partisipasi Masyarakat

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa

2. Kegiatan Gotong Royong mulai pudar.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

4, Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa.

Bidang Pertanian

. Belum optimalnya kegiatan kelompok tani

Masih rendahnya SDM petani

Kurangnya penyuluhan dan pelatihan

Sarana produksi (Saprodi) pertanian tidak memadai.

Harga Saprodi yang mahal.

Harga komoditas perkebunan terutama karet rendah.

Susahnya pemasaran hasil produksi pertanian.

Belum optimalnya penggarapan bidang perternakan.

. Alat Mesin Pertanian (Alsintan) belum ada, pengolahan tanah masih manual

Bidang Hukum dan HAM
1. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan Hukum.

2. Lemahnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan.
3. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.,

=L R
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m. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
1. Home industri belum dikembangkan.
2. Kesulitan dalam penambahan modal dan pengembangan usaha
3. Semangat berwirausaha belum optimal

n. Bidang Pertanahan
1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat surat tanah.
2. Batas Tanah masih belum jelas.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dan menghibahkan tanah kepada Desa untuk
pembangunan

0. Bidang Informasidan komunikasi

1. Desa belum memiliki Sistem Informasi Desa

2. Pemerintah Desa masih sangat sulit mendapatkan informasi hasil Musrenbang
Kabupaten/Provinsi dan atau Dokumen APBD yang pembiayaan berkaitan dengan desa,
sehingga apaapa program yang masuk ke desa tidak diketahui, untuk kebutuhan
penyusunan rencana keuangan dan rencana pembangunan.

3. lambannya informasi sumber-sumber pembiayaan yang diterima desa juga menjadi
kendala. Padahal bulan Juli n-1 desa sudah wajib menyusun Rancangan Kerja Pembangunan
(RKP) Desa, baik dari Dana Desa APBN, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan
Kabupaten/Provinsi, bagi hasil pajak dan retribusi dan lainnya.



BABIV
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1, Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Cikoneng
ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang
berkepentingan di Desa Cikoneng seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat,
tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya.
Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di
kecamatan.

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu
pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi
berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di
operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam
penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan
kebutuhan Desa Cikoneng

4.1.1 Visi Desa

Dengan Mengoptimalkan potensi menuju pemerintahan desa yang memiliki
semangat perbaikan dengan mengandalkan kejujuran dan keadilan serta
transparansi dilandasi akhlak dan niat baik untuk memberikan pelavanan
terhadap masyarakat desa mekarsari yang lebih baik

Visi : Misi Desa
Untuk mencapai tujuan dari Visi di atas maka disusunlah Misi sebagai langkah-langkah
penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut :

= 1. Merawat dan menjalin kebersamaan antar sesama warga desa

Cikoneng dan meningkatkan koordinasi antar perangkat desa
dengan lembaga lembaga desa.

2. Meningkatkan profesional dan mengaktifkan seluruh perangkat
desa.

3. Meningkatka pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi dalam
pembangunan maupun kegiatan ekonomi produktif.

4. Melanjutkan pembangunan untuk mewujudkan sarana dan
prasarana desa yang memadai



42  KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan
oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur
masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa
dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Agar Tujuan pembangunan desa benar-benar dapat diwujudkan, maka arah kebijakan
pembangunan desa hendaklan beroriantasi kepada azas manfaat yang berhasil dan
berdaya guna. Bukan hanya sekedar keinginginan segelintir elit desa, namun
merupakan kebutuhan bersama seluruh masyarakat desa tidak terkecuali masyarakat
miskin dan terpinggirkan.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
a. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa
1. Pendapatan desa bersumber dari APBDesa, Pemerintah Kabupaten,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
2. ldentifikasi Sumber pendapatan Asli Desa (PAD)
3. Menyusun Regulasi berupa Peraturan Desa untuk dapat mengelola sumber-
sumber pendapatan asli desa
4. Penyiapan perangkat-perangkat yang mengelola pendapatan desa.
5. Semua pendapatan desa wajib dicatat dan dibukukan untuk sebagai bahan
pertanggungjawaban Kepala Desa kepada masyarakat.

b. Arah Kebijakan Pembangunan dan Keuangan Desa :
1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akomodatif dan
akuntabel.
Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa
Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)
Insentif Dusun, RW dan RT serte kelembagaan desa lainnya
Tunjangan Operasinonal BPD
Program Operasional Pemerintahan Desa
Program pelayanan dasar infrastruktur
Program pelayanan pertanian dan perkebunan
10, Program pelayanan dasar kesehatan
11. Program pelayanan dasar pendidikan
12. Program penanggulangan kemiskinan
13. Program penyelenggaraan Pemerintahan desa
14. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparatur
desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan
15. Program ekonomi kerakyatan yang produktif
16. Program peningkatan pelayanan masyarakat
17. Program dana bergulir, agribisnis dan manajemen usaha
18. Program pengelolaan tata ruang desa
19. Program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa
20. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.
21. Program pemberdayaan lembaga adat
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22, Program kerjasama desa dan antar desa
23. Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan

¢. Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan
menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan
tolok ukur tahun sebelumnya dan kemudian dituangkan dalam APBDesa.

4.2.2 Program Pembangunan Desa
Program pembangunan desa merupakan penjabaran yang lebih detil dari Visi
dan Misi yang telah disusun. Berdasarkan evaluasi dan reviu terhadap RKP dan
RPIM Desa tahun sebelumnya melalui proses musyawarah desa, maka secara
umum Program Pembangunan Desa sama dengan arah kebijakan pembangunan
desa yakni sebagai berikut :

o

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22,
23.

Meningkatkan pendapatan masyarakat

Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akomodatif
dan akuntabel.

Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa

Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)

Insentif Dusun, RW dan RT serte kelembagaan desa lainnya

Tunjangan Operasinonal BPD

Program Operasional Pemerintahan Desa

Program pelayanan dasar infrastruktur

Program pelayanan pertanian dan perkebunan

. Program pelayanan dasar kesehatan

. Program pelayanan dasar pendidikan

. Program penanggulangan kemiskinan

. Program penyelenggaraan Pemerintahan desa

Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparatur
desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan-
pelatihan

Program ekonomi kerakyatan yang produktif

Program peningkatan pelayanan masyarakat

Program dana bergulir, Agribisnis dan manajemen usaha

Program pengelolaan tata ruang desa

Program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan
desa

Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.

Program pemberdayaan lembaga adat

Program kerjasama desa dan antar desa

Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan



423 Strategi Pencapaian
Strategi pencapaian pembangunan desa adalah sebagai berikut :

1.

e

Mo

Menjadikan dokumen RP]M Desa ini sebagai satu-satunya dokumen perencanaan
Pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.

Bersama masyarakat desa, Pemerintah Desa bersinergi dan bersatu padu dalam
kebersamaan dan kegotongroyongan dalam membangun desa dengan asas-asal
keadilan, partisipatif, transparan dan bertanggung jawab

Menyusun langkah-langkah konkrit dan operatif prioritas pembangunan desa.
Melaksanakan pembangunan desa berdasarkan aturan dan petunjuk yang
ada

Melakukan pengawasan terhadap proses-proses pembangunan desa
Melakukan pemanfaatan dan pelesarian kegiatan

Memberikan penghargaan dan sanksi yang proporsional dan bertanggung
jawab kepada pelaku pembangunan desa.



BABV
PENUTUP

Semua program yang dicantumkan menjadi kebutuhan utama kondisi saat ini, tidak tertutup
kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena
tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa -
tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal desa.

Program ini hanya untuk 6 (enam) tahun, keberhasilan pembangunan sangat bergantung juga
kepada pembinaan, pendampingan dan anggaran yang tersedia. Pemerintah desa sedari dulu
sudah sangat siap melakukan pembangunan desa, sehingga visi dan misi desa yang sudah
dicantum, bukan hanya sekedar uraian kata-kata, namun terimplementasi menjadi alat untuk
mensejahterakan masyarakat.

Demikian program-program yang telah direncakan Semoga Allah SWT memberikan ridho,
taufiq dan hidayah-Nya, sehingga hadimya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 benar-benar
merubah desa menijadi lebih maju dan mandiri. Amin.




SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA CIKONENG
NOMOR : 141.1/SK-18/Kepdes/11/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIKONENG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan RPJM-Desa Tahun
Anggaran 2022-2027, perlu dibentuk Tim Penyusun;

b. Melalui keputusan Musyawarah Rencana pembangunan
Desa tanggal , telah dipilih susunan Tim Penyusun
RPJM-Desa,;

c. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat
keputusan ini dipandang memiliki kecakapan serta
tanggung jawab untuk melaksanakan penyusunan
RPJM-Desa Tahun Anggaran 2022-2027.

Mengingat  : | ypdang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang
Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014,

Nomor 7);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;



10.

11.

12,

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 160);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015,
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014,
Nomeor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor
2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor
158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015

tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 161);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018

tentang Musvawarah Desa;



Menetapkan

Pertama

Kedua

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018
tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat

Desa.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah
Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13
Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan
Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa
dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Serang Tahun 2009 Nomor 793);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun
2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828},

20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun
2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten
Serang Tahun 2013 Nomor 09).

21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14
Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan
pemberhentian perangkat

22, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten

Serang

Memutuskan

: Surat Keputusan ini dibuat sebagai mandat kepada Tim

Penyusun RPJMDesa untuk melaksanakan tugas dan

fungsinya.

: Nama-nama Tim Perumus yang tercantum dalam lampiran

Surat Keputusan ini  bertanggungjawab  hingga
tersusunnya Peraturan Desa tentang RPJM-Desa Tahun
Anggaran 2020-2025,



Ketiga

Keempat

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan

perbaikan seperlunya.

: Segala biaya vyang timbul akibat dikeluarkannya

Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2022

Ditetapkan di : Cikoneng
Pada tanggal : 21 Desember 2021

Kepala Desa Cikoneng




Lampiran

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA CIKONENG

NOMOR : 141.1/SK-18/Kepdes/11/2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
TAHUN 2022-2027

Jabatan dalam Tim ;
No Nama Jabatan /Bidang
Penyusun
THOMAS HERRY
{18 Pembina Kepala Desa
IRAWAN
|
2. | NIKMATULLAH Ketua Tomas ]
3. | SUSANDY Sekretaris Sekretaris Desa |
1
| 4. | RATU JUWITA Anggota Kaur Perencanaan
5. | RINI ANGGRAINI Anggota Kasi Pelayanan
6. | WASPADA Anggota Kasi Kesejahteraan
7. | WILDAN Anggota Unsur LKD
8. | FALATIHAN Anggota Unsur Tokoh Agama
Unsur Karang
9. | SUKARNO Anggota
Taruna

Ditetapkan di : Cikoneng
Pada tanggal : 21 Desember 2021

Kepala Desa Cikoneng

/s
< lt
e l

4#

ERRY IHAWANﬂ‘




FORMULIR 2 (F.2)

Masalah dan Potensi dari Kalender Musim

' No. Masalah Potensi
Pada musim hujan banyak - Puskesmas pembantu
" - Posyandu
! masyarakat di Pulau Sangiang vang - Bidan desa
‘ - Kebun obat keluarga
terkena Penvakit Malana
Di tiga Kampung pada musim -
2 kemarau kekurangan air bersth - Mata air di luardesa
: = Bml Pﬂ-ﬁﬁ‘
- Biayadariswadaya
Di Kp.Tegal Doh,Tegal Ungga 2 merin
Kp.Cikoneng, Kp.Hatu Gempur K ﬂ;; ruymt;hman}'nrnkat
%, sebagian besar rumah penduduk Adsa
tergenang air 1 m pada musim
hujan
0 Kt ClraciRing PAiA - Ada Pemerintah
4 Saat musim Hujan Banjir Melanda = Qutceig Roydng Mo -kl
persawahan o
Nelayan Di setiap kampung tidak ~  Ade Penedintil
5 memiliki tambatan Nelayan - Sumber dava Ada
- Gotong Royong
Masyarakat ada
Masyarakat Tidak Mempuanyal - Ada Pemerintah
Tempat Sampah, dan tidak = Sumber dayn Masusia Ada
6. adanya Tempat Pembuangan - Gotong Royong

Akhir untuk sampah

Masyarakat Ada




FORMULIR 3 (F.3)

MASALAH KELEMBAGAAN DESA CIKONENG

NO LEMBAGA MASALAH POTENSI
1. Ada Kantor
1 | Pemerintah Desa (1. Desa Tidak Mempunyai Lahan 2. Ada SDM (aparatur)
iR 3. AdaADD
2. Kantor Desa belum 4‘ Alle suseyaribiik
difungsikan secara optimal 3
3. Aparatur Desa belum | AL;H K el
menjalankan Tupoksi secara s i
baik
4. Pelayanan masyarakat masih
belum optimal
5. Belum dilatih
1. Ada Sekretariat
2 | BPD 1. Belum mampu menyusun
Perdes dan menyerap aspirasi g :ﬂa Risya Opatasiod
masyarakat 1
2. Belum tau Tupoksi sebagai
BPD
3. Pemahaman tentang
Pembangunan Desa belum
Optimal
4. Belum ada Penyadaran dari
pelatihan-pelatihan
Masyarakat
3 | LEMBAGA 1. Belumada
EKONOMI DESA
(PASAR  DESA,
BUMDES, UED-
SP DLL)
4 | Dusun/RW/RT |1, Belum memahami tugas dan 4 gxia iy
perasional
Tanggung Jawab 2 DIl
2, Lebih menunggu perintah :
1. AdaPengurus
5 | PRK ; Kegiatan belum begitu jelas 2. Ada hiayi“ Operasional
. Belum terorganisir
3. Belum ada Kantor 3. Ada Kader
’ 4. Ada Pertemuan dan
. o | I | Rapat
6 | LPM 1. Belum memahami tugas dan ks gdirasiunal Bptuan
Tanggung Jawab 2 Dl[:
2. Lebih menunggu perintah :




LAPORAN
HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Tahun: 2022 s/d 2027
DESA : CIKONENG
KECAMATAN : ANYAR
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BNTEN

I.  LATARBELAKANG

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah
ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan
kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes
dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannyva,
kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan
Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yvang harus dilakukan untuk memastikan
kualitas proses penyvusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II. TUJUAN
Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:
a  Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Desa

b Pengkajian Potensi Desa

¢  Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
d  Pemanfaatan Sumber Daya Alam

[, TIM PELAKSANA PENGEAJIAN KEADAAN
DESA

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dibantu oleh
Unsur Masyarakat dan dilakukan bersama-sama

IV. PENDEKATAN DAN

METODE
Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode
Pendekatan yang persuasive Kepada masyarakat
V. ALAT KAJI DAN
INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, kalender musim, bagan hubungan antar
lembaga/kelembagaan, data aset Desa, dan BUMDESA

V1. PROSES PELAKSANAAN

8  Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan
pembangunan kabupaten/kota

b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk
menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat
kaji tersebut diatas,

€ Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk
menemukenali peluang pendaya gunaan sumber daya Desa

d  Pembinaan kepada setiap kelompok Usaha.

VII. HASIL KAJIAN DAN
KESIMPULAN
berdasarkan hasil kajian dan data yang dikumpulkan, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:
a. Perlu adanya pembinaan kepada masyarakat dan yang mempunyai usaha kecil.
b. Perlu adanya pendekatan lebih kepada masyarakat, untuk setiap kegiatan
VIIl. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan Desa

6’ (NIKMATULAAH)




Peta sosial adalah media untuk menuntun masyarakat
mengenali lingkungan sekitarnya sebagai dasar untuk
penyusunan gagasan arah pembangunan Desa:

Peta sosial disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dibuat batas sesa atau dusun bersama masyarakat;
2. Dibuat gambar jalan;

3. Diletakan legenda/tanda prasarana umum yang gampang
diketahui atau diingat bersama-sama seperti :
sekolah/masjid /musholah/gerejadil.
4.Diletakan posisi legenda/tanda keluarga rumah tangga
miskin secara bersama-sama;
5. Diletakan posisi legenda/tanda potensi dan masalah baik SDA maupun
SDM.






DIAGRAM VENN KELEMBAGAAN

DESA : CIKONENG
KECAMATAN  :ANYAR
KABUPATEN : SERANG

Kt . * Usaha Simpan Pirgam -
{ Halmpk 5PF, UEP, Simpanan Hesajahismsn Dunun)
* Koslpa & sajenisnya adlalab member pengaruh buruk




KALENDER MUSIM DESA CIKONENG
(BERDASARKAN PKD DESA 2022)

Masalah/
Keadaan/
Kegiatan

HUJAN

PANCAROBA

KEMARAU

Okt | Nov

Jan

Peb

Mrt

Apr

Mei

Juni | Juli

Masa tanam

R

M bS5

Masa panen

%

* % &

N

ke

-

o o

Banjir

ke

e

LRSS

Kesehatan

FEE

Penyakit

LA LS

-

Penyakit
campak

HE

Kekurangan
pangan

e e

E L

Kekurangan
air

*EEk Ekwm




LAPORAN PEMETAAN ASET DESA

LAPORAN PEMETAAN ASET DESA

TAHUN : 2021
DESA : CIKONENG
KECAMATAN : ANYAR
KABUPATEN :SERANG
PROVINSI : BANTEN
Jenis Barany/Asct Asal Usul Barang/Aset {
NO Barang/ heet Bergernk Ticak APBDesa | Asset/keksyean | Perolehan sah keterangan
bergernk nsli Desa lainnya
1 4
LEMARI ARSIP f v 2 Uk
» v v Ui
KURSI/SOFA 1 Uit
TAMU
» AC v W 1 Ut
4
6
7
8
I
Cikoneng,Tanggal Desember 2021
Mengetahul :
Petugas/Pengurus
Sekretaris Desa,
Selaku ?mﬁmﬂ%uia Barang Milik Desa EF %q EZ
{(sur Y) (MAGFIROH)
Keterangan
Judul Kolom Dilsi dengan
No Nomor Urut
Barnng/nsot Mama Aset
Jenis Barang/ Aset Bergerak Di ceklis apabila aset bergernk
Jenis Barang/nsot Tuidnk Bergerak Di veklis npubila asct tidak bengeralk
APBDEsa Diiceklis apabila sumber pengadaan dari APBDesa
Dioekli= apabils asal aset dari kekoyann Asli Desa Diceklis apabiln asal nset dari kekayvaan Asl Desa
Perolehan synh vang lain Diceklis apabilu asal nset dori hibah pihak lain yang syah
Keterangan Penjelnsan
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)
DESA CIKONENG KECAMATAN ANYAR
KABUPATEN SERANG

Nomor : 005/05/233%/X11/2021
Lampiran :-
Perihal : Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPIJM-Desa

Tahun Anggaran 2022 - 2027

Kepada Yth :

Dengan Hormat
Menindaklanjuti Surat dari DPMD Kabupaten Serang Nomor : 050/1174/DPMD Tanggal 13
Desember 2021 tentang Penyusunan Dokumen RPIM-Desa Tahun Anggaran 2022 - 2027.

Berkenaan dengan surat tersebut maka dengan Ini kami mohon kehadiran Bapak/lbu Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 20 Desember 2021

Jam :09.” s/d Selesai

Tempat : Kantor Desa Cikoneng

Acara : Musdes Pembentukan Tim RPIJM-Desa

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih.

Cikoneng, 17 Desember 2021
Ketua BPD




Desa
Kecamatan

: Cikoneng
 Anyar

(BPD)

KABUPATEN SERANG

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin /20 Desember 2021

Acara

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA CIKONENG KECAMATAN ANYAR

: Musyvawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa Tahun Anggaran 2022 - 2027
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BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM-Desa
TAHUN ANGGARAN 2022 -2027

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RPIM-Desa Tahun Anggaran 2022 -
2027 di Desa Cikoneng Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Provinsi Banten pada :

Hari/Tanggal : Senin/20 Desember 2021
Waktu :09.00 Wib s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Cikoneng

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Des:
Tahun Anggaran 2022 - 2027 , vang telah dihadiri oleh wakil- wakil kelompok, dusur
dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantumn
dalam daftar hadir terlampir.

Materi yvang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan
narasumber dalam membahas kegiatan Musyawarah Desa Pembentukan Tim
Penvusun RPJM-Desa Tahun Anggaran 2022 — 2027 adalah :

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPIM-Desa ini, serta yang bertindak selak:
unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

N e ke T Poligon 09m ~Dato Jsho~ fropyi Sp1-18
2 Lhan e ek 0 et et paind . e (3090 -t
5. = Ha
6.

B. Pimpinan Rapat dan Narasumber

1. Pemimpinan Rapat b iiiaan Rrh'\’llb‘ ......... dari ()1?'.?
2. Notulen iy Qﬁsm ,,,,,,,, dari .. A0 PZW
3, Narasumber 11, gﬁ[—&‘-“"x ............ dari pr’..f

oPua..... dari .. PR ks,

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Des:
Pembentukan Tim Penyusun RPIM-Desa Tahun Anggaran 2022 - 2027 menyepakati beberapa hal yang berketetapar
menjadi kesepakatan akhir darl musyawarah tersebut yaitu ;

1. T«wa.% ..... ﬁmmmww[&fﬂl"\*pﬂk
2 Dl e 8l —totedm A0S oo Uy Ml vegots fuswp P



Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Cikoneng, 20 Desember 2021

Wakil masyarakat :

No. Nama Jabatan Alamat anda Tangan

1. M%&H s Qo PQW
. Pstawjprt bube Wl g
. SR wod e Mobgey L







KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CIKONENG KECAMATAN ANYAR

KABUPATEN SERANG
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG

Menimbang

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

TAHUN 2022-2027

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CIKONENG

ra. Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang
bertujuan untuk  pemerataan pembangunan dan
meningkatkan partisipasi, pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa,

. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala

desa

tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala
prioritas

pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang
pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan
masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJM Desal;

. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu

menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Cikoneng Tahun
2022-2027.

. bahwa sebelum Peraturan Desa sebagaimana dimaksud



Mengingat

1.

huruf ¢ ditetapkan oleh Kepala Desa, maka perlu dibahas
dan disepakati rancangan RPJM Desa 2022-2027 antara
Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
sesuai dengan Berita Acara musyawarah desa penyusunan
RPJM Desa 2022-2027.

bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan
dengan Keputusan BPD.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom  Kabupaten dalam
lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor

7);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 205 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 157);



10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014, Nomor 160);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094,

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015, Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib
dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor
159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib
dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor
159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015, Nomor 160);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

13.

14.

15.

16.

17.

Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015, Nomor 161);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 162);

Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Peraturan Bupati Serang Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
setiap Desa Kabupaten Serang TA. 2015

Peraturan Bupati Serang Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pengalokasian Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah

Peraturan Bupati Serang Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN

: MEMBAHAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

(RPJM ) DESA CIKONENG TAHUN 2022-2027 UNTUK
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA
CIKONENG

: MENYEPAKATI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

(RPJM ) DESA TAHUN 2022-2027 UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA CIKONENG

: KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN

Disepakati di : Desa Cikoneng
Pada Tanggal : Desember 2021




PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN ANYAR
DESA CIKONENG

JL. a Anyar — Sirih KM.128 Kp. Salatuhur Rt. 01 Rw, 01 Kode Ps 42466

Nomor : 005/06/233%/X11/2021
Lampiran ‘-
Perihal : Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa

Tahun Anggaran 2022 - 2027

Kepada¥th :
Bpk/Ibu.......coivinnnns
Di

Tempat

Dengan Hormat
Denagn ini kami Mengundang Bapak/lbu/Sdra/l dalam rangka rapat Pelaksanaan
Pengkajian Keadaan Desa Tahun Anggaran 2022 - 2027. Pada :

Hari : Senin
Tanggal : 28 Desember 2021
Jam :09.” s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Cikoneng
Acara : Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa
. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terimakasih.

Cikoneng, 23 Desember 2021
K Tim Penyusun

) ——

—
NIKMATULLAH



BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Cikoneng Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Provinsi

Banten, yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin/28 Desember 2021
Waktu :09.00 Wib s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Cikoneng

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, Ketua
RT, Ketua RW dan tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di desa. Agenda kegiatan yang dilakukan di
. dalam proses pengkajian desa tersebut adalah
1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan skala desa
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaiman
mestinya.

Cikoneng, 2B Desember 2021

. Ketua Tim Penyusun RPIMDes,

d,#‘)‘?_._:.-

{ NIKMATULLAH )




DAFTAR HADIR
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